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Abstrak
Penelitian ini mengeksplorasi dinamika interaksi antara masyarakat dan pemerintah melalui media

sosial, dengan fokus pada aktivitas pemerintah terhadap aduan publik di Kota Makassar. Melalui
metode kualitatif, data dikumpulkan dari aduan masyarakat yang diverifikasi identitasnya dan
ditelusuri melalui wawancara mendalam dengan informan dari instansi yang menjadi objek aduan.
Hasil penelitian menyoroti peran penting media sosial dalam memantau kinerja pemerintah,
meningkatkan partisipasi publik dalam pengawasan layanan publik, dan membentuk ruang opini publik
sebagai mekanisme check and balance. Temuan menunjukkan bahwa penggunaan media sosial telah
membawa dampak positif dalam meningkatkan respons pemerintah terhadap aduan publik tanpa
memandang status sosial, meskipun stratifikasi sosial masih memainkan peran kecil dalam beberapa
kasus. Penggunaan media sosial juga memfasilitasi pelayanan publik yang responsif dan akurat,
terutama dalam hal kecepatan respon dan tingkat akurasi tanggapan pemerintah. Namun, tantangan
masih ada terkait dengan penanganan aduan yang membutuhkan perencanaan dan anggaran besar
serta koordinasi lintas kewenangan. Studi ini menggambarkan pentingnya integrasi media sosial dalam
praktik pemerintahan lokal untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan responsivitas dalam
pelayanan publik, khususnya dalam konteks Kota Makassar yang mencanangkan dirinya sebagai kota
metaverse.

Kata kunci: pelayanan publik, media sosial, responsivitas

Abstract
This research explores the dynamics of interaction between the public and the government through

social media, with a focus on government activities towards public complaints in Makassar City.
Through qualitative methods, data was collected from identity-verified public complaints and explored
through in-depth interviews with informants from the agencies that are the object of complaints. The
results of the study highlighted the important role of social media in monitoring government
performance, increasing public participation in public service oversight, and shaping public opinion
space as a check and balance mechanism. The findings show that the use of social media has had a
positive impact in improving the government's response to public complaints regardless of social status,
although social stratification still plays a minor role in some cases. The use of social media also
facilitates responsive and accurate public services, especially in terms of the speed of response and the
level of accuracy of government responses. However, challenges remain related to complaint handling,
which requires substantial planning and budgeting as well as coordination across authorities. This
study illustrates the importance of social media integration in local government practices to improve
transparency, accountability and responsiveness in public services, especially in the context of
Makassar City, which has declared itself a metaverse city.

Keywords: public service, social media, responsiveness.
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PENDAHULUAN

Intensitas penggunaan media sosial telah memberikan dampak yang signifikan pada pola
interaksi sosial (Ihsaniyati et al., 2023; Yammine et al., 2018). Interaksi melalui media sosial saat
ini tidak hanya terbatas pada ranah personal, tetapi juga telah meluas hingga ke ranah hubungan
antara negara dan warganya (Homburg, 2022; Novikova & Liebert, 2021). Di Indonesia,
khususnya di Kota Makassar yang menjadi pusat penelitian ini, terjadi perubahan yang sering
dalam dinamika politik, kebijakan publik, dan keputusan strategis pemerintah yang dipengaruhi
oleh opini yang tersebar di media sosial (Guntermann & Persson, 2023). Dalam dekade terakhir,
media sosial telah menjadi bagian integral dalam perkembangan demokrasi dan politik. Hal ini
disebabkan oleh kemampuannya dalam memfasilitasi proses komunikasi yang melampaui batas-
batas cara tradisional berkomunikasi dan bersosialisasi (Goyanes et al., 2021; Jha & Kaodila-
Tedika, 2020). Media sosial dapat didefinisikan sebagai platform sosialisasi digital di mana setiap
individu dapat merepresentasikan identitasnya.

Selain itu, media sosial sebagai bagian dari teknologi informasi juga telah mengubah
paradigma dalam organisasi pemerintah. Aplikasi digital tidak hanya digunakan sebagai alat untuk
melaksanakan urusan birokrasi, tetapi juga telah berkembang menjadi alat yang menghubungkan
kepentingan banyak pihak (Naeem, 2020). setiap unsur pemerintah daerah di Indonesia sedang
aktif membangun sistem dan aplikasi yang mampu mengakomodasi kesadaran, kebutuhan, dan
tuntutan publik akan pelayanan yang optimal dari pemerintah. Sementara itu, minat masyarakat
untuk menyampaikan aduan publik melalui media sosial semakin meningkat karena memberikan
pengaruh besar terhadap respons pemerintah terhadap tuntutan publik. (Wang et al., 2022)

Kota Makassar telah mencanangkan Makassar sebagai kota metaverse sebagai dasar
penyelenggaraan pemerintahan. Konsep ini akan memaksimalkan dunia digital sebagai medium
interaksi antara pemerintah dan masyarakat. Salah satu aspek penting yang perlu disoroti adalah
tujuan resmi agar pemerintah kota senantiasa menjadi “problem solver" bagi masyarakat, terlepas
dari proses penganggaran masalah tersebut. Dari tujuan ini, dapat ditarik tiga hal substansial:
pertama, adanya aspek debirokratisasi pada pelayanan publik; kedua, pemanfaatan teknologi
informasi melalui media sosial; dan ketiga, tuntutan responsivitas pelayanan publik dalam
menampung keluhan-keluhan tersebut. Ketiga substansi dalam tujuan Kota Makassar sebagai kota
metaverse menjadi relevan dengan topik penelitian ini.

Dalam rentang Januari hingga Desember 2023, tercatat minimal 623 aduan masyarakat
terkait layanan dasar. Dari jumlah tersebut, 97% aduan diketahui menggunakan media sosial,
dengan mayoritas materi aduan berkisar pada masalah pengadaan dan perawatan infrastruktur
dasar, penataan kota, serta kualitas layanan di kantor pemerintah dan ketertiban sosial. Namun,
sekitar 34% dari aduan tersebut telah berhasil ditindaklanjuti, meskipun masih banyak yang
terkendala oleh berbagai faktor seperti keterbatasan anggaran, masalah otoritas, dan kelambatan
proses manajemen informasi aduan.

Pertanyaan yang muncul kemudian adalah bagaimana respons pemerintah terhadap aduan-
aduan melalui media sosial tersebut. Meskipun banyak studi menyoroti berbagai masalah dalam
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pelayanan publik di Kota Makassar, seperti kualitas layanan yang belum memuaskan,
ketidakefisienan pelayanan publik, motivasi pelayanan pegawai pemerintah yang kurang optimal,
dan fragmentasi besar-besaran dalam birokrasi kota, yang memerlukan koordinasi lintas
kewenangan yang efektif dan efisien.

Keempat masalah tersebut menjadi fokus utama yang menimbulkan keraguan terhadap
responsivitas pemerintah Kota Makassar dalam menanggapi aduan-aduan melalui media sosial,
terutama dalam mencapai keberhasilan dalam konsep kota metaverse. Oleh karena itu, penelitian
ini akan difokuskan pada nilai administratif media sosial dalam hubungan antara masyarakat dan
pemerintah, yang dilihat melalui dimensi aduan publik.

TINJAUAN PUSTAKA
Media Sosial Dan Performa Pemerintah

Pemanfaatan media sosial dalam penyelenggaraan pemerintah telah menjadi topik yang
berkembang dari kajian mengenai digitalisasi layanan pemerintah, yang merupakan cabang dari
kajian electronic government. Dalam perspektif manfaatnya, berbagai definisi mengenai social
media government sebenarnya tersirat dari nilai kemanfaatannya. (Homburg, 2022; Widayat et al.,
2023) menuliskan setidaknya terdapat empat manfaat yang dapat diambil, yaitu: (1)
Democratization, melalui peningkatan partisipasi, transparansi, dan interaksi masyarakat dengan
pejabat terpilih baik secara administratif maupun politik, (2) Environmental bonuses, dengan
munculnya proses administrasi yang ramah lingkungan sebagai hasil dari penurunan angka
penggunaan kertas, (3) Speed, efficiency, and convenience, dengan mengesampingkan variabel
geografis dapat dicapai peningkatan aksesibilitas dari seluruh lapisan masyarakat, dan (4)
meningkatkan public approval terhadap isu-isu sensitive dan actual sehingga memperkuat
legitimasi pada keputusan yang akan diambil.

soantahon, (2023) dan Sunaryo et al., (2023) menunjukkan pengaruh positif digitalisasi bagi
pemberian layanan kepada masyarakat, contohnya untuk peningkatan efektivitas, efisiensi, dan
penyampaian layanan. Selain itu, transparansi pelayanan publik dapat menjadi semakin besar
seiring dengan digitalisasi ini. Hal ini mampu meningkatkan akuntabilitas internal organisasi
pemerintahan dan membuka ruang untuk kemudahan akses masyarakat terhadap informasi dalam
pemerintahan (Dawson, 2023). Sedangkan Sarwar et al., (2023) menekankan pada penataan sistem
manajemen informasi pada proses pelayanan publik. Pada pelayanan publik, motivasi terpenting
di balik transformasi penggunaan e-government berasal dari potensinya untuk meningkatkan
layanan publik dengan mendorong transparansi, akuntabilitas, dan daya tanggap yang lebih besar
kepada warga negara (Criado & Villodre, 2021; Yuan et al., 2023). Terutama bagi negara
berkembang, e-government dapat memberikan keuntungan besar dalam meningkatkan
penyampaian layanan publik (Grossman & Slough, 2022). Namun, menerapkan e-government di
negara berkembang cukup menantang, karena komunikasi tatap muka masih menjadi cara yang
paling disukai dan dominan untuk menghubungi entitas pemerintah (Aly, 2022; lhsaniyati et al.,
2023). Dalam hal responsivitas pelayanan publik, e-government secara umum mampu memicu
peningkatan respon pelayanan publik. (Novikova & Liebert, 2021; Wang et al., 2022)
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Media Sosial Dan Respon Pemerintah

Meskipun telah banyak penelitian yang menghubungkan media sosial dengan demokrasi,
transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat, penelitian mengenai responsivitas
pemerintah masih menjadi fokus yang lebih sedikit dibanding aspek lainnya (Grossman & Slough,
2022). Terutama ketika kita mempertimbangkan bahwa penelitian mengenai sosial media, yang
merupakan hasil dari pertumbuhan digitalisasi pemerintahan, berakar pada perspektif perubahan
organisasi secara fundamental, baik dalam struktur, mekanisme, maupun perilaku aparatur.
(Nguyen et al., 2024)

Responsivitas memiliki kaitan langsung dengan persepsi warga terhadap kemampuan
mereka memengaruhi pengambilan keputusan pemerintah (Song & Lee, 2016). Oleh karena itu,
tidak mengherankan bahwa sifat dari electronic government dan media sosial secara langsung
dihubungkan dengan peningkatan responsivitas pemerintah. Riset mengenai hubungan
responsivitas pemerintah dan media sosial mulai berkembang. Ennser-Jedenastik et al., (2022)
mengemukakan bahwa responsivitas pemerintah berkorelasi linier dengan persepsi publik
terhadap kinerja pemerintah. Criado & Villodre, (2022) menyatakan bahwa media sosial
mendukung sifat proaktif pemerintah dalam memantau kesejahteraan publik. Goyanes et al.,
(2021)mencatat klaim dari pemerintah negara bagian di Amerika Serikat yang mengidentifikasi
responsivitas sebagai potensi untuk mendukung dialog antara pemerintah dan warga.

Zhang et al., (2023) menyebutkan bahwa peningkatan responsivitas pemerintah datang dari
aktor tertentu sebagai jembatan yang menghubungkan opini publik dengan birokrasi. Homburg &
Moody, (2022), yang melihat responsivitas pemerintah dalam empat variabel kunci, menyatakan
bahwa terdapat batasan mengenai posisi warga negara dalam memahami makna responsivitas
pemerintah. Selain itu, pengguna media sosial bukanlah bentuk nyata dari representasi kepentingan
publik. Hal ini relevan dengan penelitian Mansoor, (2021) yang menyebutkan bahwa kepercayaan
terhadap platform media sosial dan identitas pengguna menentukan tingkat responsivitas
pemerintah. Selain itu, nilai responsivitas juga sangat ditentukan oleh sejauh mana isu yang
muncul berpengaruh pada posisi politik pemerintah (Wouters et al., 2023). Maka responsivitas
juga terkait dengan proses konstruksi reputasi pemerintah dari pemberitaan media sosial. (Goyanes
etal., 2021)

Studi mengenai responsivitas pemerintah, terutama dalam kinerjanya merespons tuntutan
publik, banyak mengambil gambaran perbedaan demografis sebagai faktor mendasar yang
membentuk kegunaan media sosial untuk interaksi dengan masyarakat (Setiawan, 2021).
Terutama, pembahasan mengenai tipologi fungsi media sosial pemerintah mencakup tiga fungsi
dasar: representasi, keterikatan, dan jaringan (Eom et al., 2018). Dalam konteks media sosial,
persepsi publik dianggap sebagai sarana evaluasi kinerja pemerintah, seperti yang dirasakan oleh
warganya. Inisiatif masyarakat melalui media sosial dapat meningkatkan persepsi kinerja
pemerintah di bidang transparansi, daya tanggap, dan kepuasan warga. Transparansi di sini
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mengacu pada niat pemerintah untuk membuka proses pengambilan keputusan, yang tidak hanya
mencakup sosialisasi dan komunikasi, tetapi juga bagaimana dapur organisasi beroperasi. Oleh
karena itu, platform media sosial pemerintah menjadi sarana yang paling memungkinkan
masyarakat untuk berinteraksi dengan intens, menggunakan berbagai gaya (Aji et al., 2023; Eom
etal., 2018; Setiawan, 2021; Wirtz et al., 2020). Dengan demikian, ketika masyarakat mengadukan
masalah yang rumit, pemerintah dapat memberikan respon secara cepat dan mendapat tanggapan
yang lebih tepat waktu, karena media sosial memungkinkan pemerintah untuk merespons
kekhawatiran publik dengan lebih baik.

METODE

Penelitian ini menggunakan kualitatif untuk mengetahui efek dari pengaduan masyarakat
melalui media sosial. Untuk mencari tahu bagaimana pemerintah merespon aduan masyarakat
melalui media sosial serta melihat efeknya terhadap nilai kesetaraan pelayanan publik yang
diberikan oleh pemerintah. Penelitian ini menggunakan purposive sampling dengan metode
pengambilan informan snowball artinya, responden dan informan diambil berdasarkan aduan
masyarakat melalui media sosial yang diverifikasi identitasnya dan ditelusuri untuk dilakukan
wawancara mendalam. Selain itu informan juga diambil dari instansi yang menjadi objek aduan
masyarakat tersebut. Data kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik analisis data yang
dikemukakan oleh Luton, (2015).

HASIL DAN PEMBAHASAN
Penggunaan media sosial untuk pemantauan kinerja pemerintah

Studi ini berfokus pada interaksi antara warga negara dan pemerintah melalui media sosial,
terutama dalam konteks pemantauan kinerja pemerintah terkait dengan produk dan layanan yang
disediakan. Penggunaan media sosial telah menjadi sarana utama bagi masyarakat dalam
memantau dan mengontrol kinerja pemerintah, yang melibatkan konsep media monitoring.
Aktivitas media monitoring merupakan salah satu bentuk partisipasi publik yang meluas, terutama
melalui media, dalam mengawasi kinerja pemerintah.

Kehadiran media sosial dalam konteks ini memperkuat konsep pentahelix, di mana
masyarakat dan media massa menjadi komponen utama yang dapat meningkatkan kualitas layanan
pemerintah. Ini lebih maju daripada penggunaan media massa utama sebagai alat kontrol kinerja
pemerintah. Media sosial, yang awalnya berfungsi sebagai kanal interaksi, kini memiliki
kemampuan untuk beroperasi seperti media massa, menghasilkan isu-isu strategis dan populer,
serta dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat dengan berbagai kebutuhan layanan publik.

Data dan isu-isu real-time yang disajikan melalui media sosial jauh melampaui apa yang
dapat dilakukan oleh media massa utama. Oleh karena itu, bagi pemerintah, data yang
dikumpulkan melalui media sosial dapat diolah menjadi informasi yang lebih akurat, membantu
dalam menentukan langkah-langkah selanjutnya untuk meningkatkan pelayanan publik.
Partisipasi aktif masyarakat dalam penggunaan media sosial, khususnya dalam memantau kinerja
pemerintah, telah terbukti meningkat. Namun, keberhasilan manfaat yang diharapkan dari
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penggunaan media sosial sangat tergantung pada karakteristik masyarakat dalam penggunaannya,
serta isu-isu utama yang menjadi perhatian publik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa generasi milenial, dengan partisipasi tertinggi dalam
penggunaan media sosial untuk berinteraksi dengan pemerintah, memainkan peran penting dalam
dinamika ini. Mereka, sebagai digital native, memiliki kemampuan untuk mengkonsumsi
informasi digital dengan cepat dan mudah, serta cenderung lebih terbuka dalam mengekspresikan
pendapat dan ketertarikan mereka melalui media sosial. Secara gender, penggunaan media sosial
untuk memantau kinerja pemerintah didominasi oleh laki-laki, yang mungkin terkait dengan
perbedaan animo politik dan ketertarikan terhadap isu administrasi pemerintahan dalam
masyarakat kota Makassar. Faktor pendidikan juga memainkan peran, di mana responden yang
memiliki latar belakang pendidikan menengah atas dan pekerjaan formal cenderung lebih aktif
dalam penggunaan media sosial untuk berinteraksi dengan pemerintah.

Penggunaan media sosial dalam memantau kinerja pemerintah juga menunjukkan bahwa
aplikasi atau platform digital yang dikembangkan oleh pemerintah belum sepenuhnya mampu
menyerap aspirasi masyarakat. Interaksi yang dominan terjadi di platform-media sosial yang lebih
umum, seperti Facebook dan Instagram, dan ini mendorong pemerintah untuk memanfaatkan
akun-akun resmi di platform tersebut. Selain itu, keberadaan akun-akun "citizen reporter™ di media
sosial, terutama di Instagram dan Facebook, memungkinkan masyarakat untuk berbagi informasi
secara cepat mengenai kondisi layanan publik. Hal ini memberikan dampak positif dan negatif;
sementara informasi dapat menyebar dengan cepat dan mempengaruhi opini publik, namun juga
meningkatkan risiko penyebaran informasi yang tidak valid atau hoax. Oleh karena itu, perlu ada
pendekatan yang hati-hati dalam penggunaan media sosial sebagai alat untuk memantau dan
mengontrol kinerja pemerintah.

b. Pengaruh media sosial dalam pelayanan publik

Media sosial memungkinkan terbentuknya networking society, sebuah ikatan sosial virtual
dalam masyarakat jejaring, yang menempatkan media sosial sebagai garda terdepan dalam model
komunikasi baru dan membentuk ruang opini publik. Ruang opini publik ini, yang difasilitasi oleh
pemerintah, menjadi wadah untuk check and balance antara masyarakat dan pemerintah,
membangun partisipasi masyarakat. Pemantauan media sosial dapat memfasilitasi pelayanan
publik yang responsif, bukan hanya dalam pembuatan kebijakan, tetapi juga dalam proses tata
kelola di mana masyarakat dapat berpartisipasi dengan memberikan penilaian langsung terhadap
kualitas layanan publik. Media sosial juga menjadi tantangan bagi paradigma Kklasik
penyelenggaraan administrasi pemerintah, karena memfasilitasi partisipasi dan pengorganisasian
opini serta evaluasi langsung dari bawah ke atas.

Di Indonesia, peran teknologi informasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik
diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik. Selain itu, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 83 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemanfaatan Media
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Sosial Instansi Pemerintah, memberikan panduan bagi penggunaan media sosial dalam pelayanan
publik. Media sosial digunakan oleh instansi pemerintah untuk menyebarkan informasi,
membangun relasi dengan masyarakat, dan menggali apresiasi serta masukan masyarakat terhadap
kebijakan dan program pemerintah.

Beberapa kajian menunjukkan bahwa penggunaan media sosial oleh pemerintah dapat
meningkatkan reputasi lembaga, mendekatkan pemerintah dengan publik, memberikan
dokumentasi online, dan menjangkau publik secara luas. Namun, penggunaan media sosial juga
dihadapkan pada kendala seperti keterbatasan dan kapasitas pegawai dalam mengoperasikan
teknologi digital. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk memperkuat pelayanan publik dengan
mengatasi kendala-kendala tersebut.

c. Responsivitas pemerintah untuk aduan publik melalui media sosial

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan media sosial telah berhasil meningkatkan
respons pemerintah terhadap aduan masyarakat tanpa memandang status sosial. Media sosial,
dengan cenderung bergerak dalam wacana populisme, mendorong partisipasi publik yang lebih
tinggi dan mengurangi gejala neo-patrimonialisme dalam birokrasi Kota Makassar. Meskipun
stratifikasi sosial menjadi samar, identifikasi geografis masih menjadi faktor, meskipun kecil,
terutama dalam beberapa kasus di daerah "hunian elit" atau basis politik pemerintah yang berkuasa.

Konsep kesetaraan dalam pelayanan publik, seperti yang dijelaskan oleh Dwight Waldo,
mencerminkan nilai fundamental yang bersanding dengan efisiensi dan efektivitas. Kesetaraan ini
tercermin dalam hal input, proses, output, dan hasil pelayanan publik, serta hak yang tidak dapat
dicabut dan diukur terhadap kapasitas masyarakat dalam membayar pajak. Penggunaan media
sosial telah meningkatkan kecepatan dan akurasi pelayanan pemerintah, terutama dalam aduan
yang bersifat pelayanan dasar dan tidak memerlukan perencanaan atau strategi birokrasi yang
rumit.

Dalam hal kecepatan pelayanan, media sosial telah membuktikan peningkatan yang
signifikan, terutama dalam reaksi cepat dan ketepatan respon pemerintah. Namun, ada beberapa
kasus di mana aduan yang membutuhkan perencanaan dan anggaran besar atau melibatkan lintas
kewenangan antara pemerintah provinsi dan kota Makassar mungkin tidak ditangani dengan cepat.

Penggunaan media sosial juga meningkatkan akurasi pelayanan karena aduan melalui media
sosial mensyaratkan bukti otentik seperti foto atau video. Hal ini memastikan bahwa setiap aduan
mendapat penanganan yang tepat dari instansi yang berwenang. Sebagian besar aduan terkait jasa
publik seperti kesehatan, administrasi kependudukan, dan keamanan memiliki tingkat akurasi yang
tinggi karena jarang memerlukan penanganan lebih dari 2 kali 24 jam, mengingat mereka tidak
memerlukan mekanisme birokrasi yang kompleks.

Dengan demikian, penggunaan media sosial telah membawa dampak positif dalam
meningkatkan respons, kecepatan, dan akurasi pelayanan publik, serta mengurangi gejala neo-
patrimonialisme dalam birokrasi Kota Makassar.
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PENUTUP

Dalam konteks penggunaan media sosial untuk pemantauan kinerja pemerintah, studi ini
menyoroti peran penting media sosial sebagai alat bagi masyarakat untuk memantau dan
mengontrol Kinerja pemerintah. Media sosial memungkinkan partisipasi publik yang lebih luas
dalam mengawasi pelayanan publik, menghasilkan data dan isu-isu real-time yang dapat
membantu pemerintah dalam pengambilan keputusan. Partisipasi aktif masyarakat, terutama
generasi milenial, dalam memantau kinerja pemerintah melalui media sosial menjadi kunci utama
dalam dinamika ini. Namun, ada tantangan terkait dengan penggunaan platform-media sosial yang
masih lebih umum daripada aplikasi resmi pemerintah, serta risiko penyebaran informasi yang
tidak valid atau hoax. Penggunaan media sosial dalam konteks pelayanan publik telah membentuk
sebuah networking society yang memungkinkan interaksi antara masyarakat dan pemerintah.
Media sosial menjadi garda terdepan dalam model komunikasi baru dan membentuk ruang opini
publik, yang menjadi wadah untuk check and balance antara masyarakat dan pemerintah.
Pemantauan media sosial memfasilitasi pelayanan publik yang responsif dan partisipatif,
memungkinkan masyarakat untuk memberikan penilaian langsung terhadap kualitas layanan
publik yang diterima. Namun, penggunaan media sosial juga menimbulkan tantangan bagi
paradigma klasik penyelenggaraan administrasi pemerintah. Dalam responsivitas pemerintah
terhadap aduan publik melalui media sosial, hasil penelitian menunjukkan peningkatan signifikan
dalam respons pemerintah terhadap aduan masyarakat. Penggunaan media sosial telah membantu
mengurangi gejala neo-patrimonialisme dalam birokrasi dan meningkatkan kecepatan dan akurasi
pelayanan publik. Meskipun demikian, masih ada tantangan terkait dengan penanganan aduan
yang membutuhkan perencanaan dan anggaran besar serta koordinasi lintas kewenangan.
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